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ABSTRAK 

 Lahirnya DUHAM pada tahun 1948 silam, merupakan suatu bentuk 
kemenangan yang besar bagi langkah anak manusia dalam menuntut pemenuhan 
dan jaminan perlindungan hak asasi bagi setiap umat manusia. Kampanye 
pemenuhan hak asasi manusia (HAM), mempunyai cita-cita luhur yakni terjaga 
serta meningkatnya harkat dan martabat segenap manusia. Namun dalam 
perjalanannya cita-cita luhur itu seolah selalu terganjal oleh praktik-praktik pidana 
mati yang masih berlaku di sebagian negara-negara di dunia.  

DUHAM sebagai piagam semesta tentang HAM memang tidak memuat 
pasal-pasal yang secara jelas menghendaki penghapusan hukuman mati. Namun 
pada babak selanjutnya, di dalam DUHAM terdapat pasal-pasal yang dapat 
ditafsirkan menjadi inspirasi bagi terbitnya kovenan-kovenan Internasional yang 
diprakarsai PBB yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Alasan 
mengapa pidana mati harus dihapuskan, karena pidana mati merupakan bentuk 
penghukuman yang paling kejam dan tidak berprikemanusiaan, serta tidak 
memiliki efektivitas dalam memberikan efek jera. Selain dua alasan tersebut 
alasan lain mengapa Barat sangat ingin menghapuskan pidana mati, tentu 
berangkat dari paham antroposentris yang mereka jadikan landasan dalam 
merumuskan HAM. Secara sederhana paham tersebut mengajarkan bahwa sebejat 
apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang memiliki hak secara alamiah, 
dimana hak alamiah itu tidak boleh dicabut oleh siapapun. 

Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan pidana mati, 
seolah merasa berkewajiban untuk menjawab. Karena secara tidak langsung barat 
seolah melemparkan tudingan, bahwa entitas apapun yang masih memberlakukan 
pidana mati, berarti tidak menghargai HAM dan menjadi ganjalan bagi 
meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan. Islam tentu sangat mengakui 
bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Pemberlakuan hukuman mati dalam 
sistem pidana Islam, merupakan sikap tegas Islam tentang bagaimana memberi 
ruang gerak kepada hukum, sebagai aturan main yang disepakati bersama dalam 
masyarakat. Hukum sebagai polisi lalu lintas hubungan setiap individu dalam 
masyarakat, mengatur hubungan-hubungan itu dengan mengatur hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Perlakuan timbal balik berupa pencabutan hak 
hidup karena mengganggu hak hidup orang lain, merupakan bentuk tanggung 
jawab demi terciptanya keadilan sebagaimana cita-cita hukum yang ideal.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

 
I. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

Alif ا  tidak 
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

Sa’ Ṡ es (dengan titik ث  diatas) 

 Jim J je ج

Ha’ Ṡ ha (dengan titik ح  di bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

śal ś zet (dengan titik ذ  di atas) 

 Ra’ R er ر

 Za’ Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

Sad Ş es (dengan titik ص  di bawah) 

Dad Ḍ de (dengan titik ض  di bawah) 

Ta’ Ṭ te (dengan titik ط  di bawah) 

Za’ Ẓ zet (dengan titik ظ  di bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق
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 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Waw W W و

� Ha’ H ha 

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي
 

II.  Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis  Rangkap 
 

� دة," ditulis muta’addidah 

 ditulis ‘iddah �ّ ة

 
III.  Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

 
a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” 

.�/� ditulis hikmah 

.01# ditulis Jizyah 

 
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

2
��ء
 ditulis Karãmah al-auliyã آ	ا". ا

 
c.  Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

	45
 ditulis Zãkah al-fiŃri زآ�ةا

 
IV.  Vokal Pendek 

 

---َ---  Fathah ditulis A 

---ِ---  Kasrah ditulis I 

---ُ---  Dammah ditulis U 
 

V. Vokal Panjang 
 

1 
Fathah diikuti Alif Tak 

berharkat .�ه��# ditulis Jãhiliyyah 
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2 
Fathah diikuti Ya’ Sukun 

(Alif layyinah) 
�<= ditulis Tansã 

3 Kasrah diikuti Ya’ Sukun �0	آ ditulis  Karǐm 

4 
Dammah diikuti Wawu 

Sukun وض	? ditulis  Furūd 

 
VI.   Vokal Rangkap 

 
1 Fathah  diikuti Ya’ Mati ditulis ai 

 �/<�� ditulis bainakum 

2 Fathah diikuti Wawu Mati ditulis au 
 2A ditulis qaulل 

 
VII.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
 

 ditulis a’antum اا�,�

 ditulis ‘u’iddat أ�ّ ت

�=	/� �D
 ditulis la’in syakartum 

 
VIII.  Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah 

 ditulis al-Qur’ãn ا
F	ان

 ditulis al-Qiyãs ا
F��ش

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’  (el) nya. 

 ’ditulis as-Samã ا
���ء

H�I
 ditulis asy-Syams ا
 

IX.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 

 ditulis zawil furūd atau al-furūd ذوي ا
5	وض

.<�
 ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah اهL ا
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia yang lahir ke dunia, akan memiliki hak dan kewajiban 

seiring tumbuh kembang hidupnya. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

harus diperoleh oleh setiap insan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dikerjakan oleh setiap insan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap 

tuhan, dalam hubungannya manusia sebagai hamba yang memiliki keyakinan. 

Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap negara selaku warga negara, 

terhadap masyarakat sebagai makhluk sosial, dan terhadap keluarga sebagai anak 

atau orang tua. 

Dewasa ini, sejak majelis umum PBB (perserikatan bangsa-bangsa) resmi 

melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 

1948 silam,1 pemenuhan dan penerapan hak-hak yang sangat mendasar bagi 

manusia tetap menjadi kajian yang masih relevan untuk diperdebatkan hingga saat 

ini. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang resmi dilahirkan pada tahun 

1948, merupakan satu kemenangan sekaligus babak baru bagi perjuangan panjang 

anak-anak manusia, dalam rangka mengkampanyekan pemenuhan dan 

penjaminan hak-hak asasi manusia, yang pada masa-masa silam belum 

sepenuhnya diakui oleh raja atau pemerintah suatu negara yang memimpin dalam 

kesewenang-wenangan. Deklarasi HAM yang dipelopori Barat itu menggunakan 
                                                             

1 Dalizar Putra, “HAM” Hak Asasi Manusia Menurut Al Quran, cet. Ke-2 ( Jakarta: 
Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 33. 
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pandangan antroposentris yang menjadi konsepsi dasar perumusannya, di 

dalamnya mengatur hak pribadi yang mencakup hak hidup dan hak milik, hak 

individu dan kelompok serta hak sipil dan politik. 

 Pada dasarnya kampanye pemenuhan HAM bertujuan untuk terjaga dan 

meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang menjadi fokus perdebatan,  

adalah bahwa Barat memandang cita-cita luhur HAM tersebut seolah akan selalu 

terganjal dengan masih adanya pemberlakukan pidana mati dalam sebuah negara 

di dunia. Barat dengan paham antroposentris-nya, memandang sebejat apapun 

seorang manusia, ia tetaplah manusia yang secara alamiah memiliki hak asasi 

yang tidak boleh dicabut atau dihilangkan bahkan atas nama agama. Oleh sebab 

itulah, barat menghendaki hukuman mati untuk dihapuskan. Alasan penguat lain 

mengapa hukuman mati harus dihapuskan, karena hukuman mati merupakan 

bentuk penghukuman yang kejam dan tidak berprikemanusiaan serta tidak 

terbukti efektif memberikan efek jera.2 DUHAM sebagai acuan Barat dalam HAM 

tidak mengandung pasal-pasal yang menhendaki penghapusan hukuman mati. 

Namun selanjutnya dalam DUHAM terdapat pasal yang menjadi inspirasi bagi 

terbitnya kovenan-kovenan internasional yang bertujuan menghapuskan pidana 

mati di seluruh dunia.  

Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan pidana mati, 

seolah merasa berkewajiban untuk menjawab argumentasi Barat tentang pidana 

mati. Karena bila memerhatikan argumentasi barat tentang pidana mati di atas, 

                                                             
2
 Todung Mulya dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, (Jakarta: PT Kompas 

Media Nusantara, 2009), hlm. 337. 
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secara tidak langsung barat seolah melemparkan tudingan, bahwa entitas apapun 

yang masih memberlakukan pidana mati, berarti tidak menghargai HAM dan 

menjadi ganjalan bagi meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan. Islam 

tentu sangat mengakui bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Di antara 

konsepsi Al-Quran tentang hak-hak asasi manusia adalah hak hidup, Al-Quran 

menyebutkan: 

  ٣ا�� ��� ��
 و ���� و ا��	� ا�����

Kekuasaan menghidupkan dan mematikan hanyalah ada pada Allah SWT. 

Hak hidup yang diberikan oleh Allah SWT sebagai karunia kepada setiap 

manusia, menyebabkan setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup 

dan meneruskan kehidupannya dengan bebas dan wajar. Seseorang tidak boleh 

mengganggu, mengurangi apalagi menghilangkan hak orang lain untuk tetap 

hidup kecuali berdasarkan hukum. Seperti hukum qisas pada tindak pidana 

pembunuhan.4 Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut: 

�� وا����  ����� ا���� أ�	�ا���� ���آ ' &��%$ ا�!��ص "� ا�! �� ا��� ����� وا�

��وف����0
 �. �� أ/�. -
ء "�+��ع & ��" ������و أداء ا��. ��456ن ذا�1  

�� ذا�1 "�. &�اب أ��$� ٥+=�0> �� ر�%$ ور�5: "�� ا& �ى 

                                                             
3 Qaaf (50): 43. 
 
4 Dalizar Putra, “HAM” Hak Asasi Manusia, hlm. 44. 

5 Al-Baqarah (2): 178. 
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 Implementasi hukum qisas dalam pidana Islam bukan merupakan tolak 

ukur untuk menilai bahwa Islam atau negara-negara yang masih memberlakukan 

sistem pidana Islam, tidak menghormati hak asasi manusia. Melainkan ini adalah 

sikap yang tegas dari Islam tentang bagaimana memberikan ruang bagi hukum 

dalam penegakan HAM itu sendiri. HAM menginginkan adanya hak-hak yang 

terjaga, dan untuk menjaganya diperlukan hukum. Hukum yang diberi mandat 

menjaga HAM haruslah bertanggung jawab. Bila ada suatu pelanggaran hak asasi 

seseorang, maka tuntutan pertanggungjawaban terhadap hukum adalah tegaknya 

keadilan. Dalam rangka menegakkan keadilan, hukum haruslah mengacu pada 

prinsip resiprositas (perlakuan timbal balik). Ketika hak hidup seseorang yang 

berada dalam pengawasan hukum dicabut oleh orang lain tanpa pembenaran, 

maka bentuk pertanggungjawaban hukum adalah mencabut hak hidup orang itu 

sebagai perlakuan timbal balik yang setimpal demi tegaknya keadilan. Perlakuan 

timbal balik (pembunuh akan dibunuh) bagi pelaku pelanggaran merupakan 

bentuk tanggungjawab, sedangkan bagi korban merupakan bentuk penghormatan 

terhadap haknya yang hilang. Dengan begitu seolah hak asasi semua pihak tetap 

terjaga. Pidana mati yang berdasarkan prinsip resiprositas semata-mata hanya 

bertujuan untuk menegakkan keadilan demi terjaganya HAM itu sendiri.  

 

B. Pokok Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pandangan HAM “Barat” versi DUHAM (Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia) dan HAM Islam versi DK (Deklarasi Kairo) tentang 

prinsip Resiprositas dalam pidana mati? 

2. Apakah prinsip resiprositas dapat menyatukan persepsi HAM Barat 

(DUHAM) dan HAM Islam versi DK berkaitan dengan pidana mati? 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan: 

1. Untuk memperjelas kedudukan hukum (prinsip resiprositas) dalam 

DUHAM barat dan HAM Islam versi DK. 

2. Untuk mengetahui kemungkinan adanya penyatuan persepsi antara 

DUHAM Barat dan DK Islam dalam pidana mati. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat eksistensi hukum serta prinsip Resiprositas yang dapat 

menjadi titik temu dalam perdebatan pidana mati antara Islam dan HAM. 

2. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan pada umunya dan bagi studi hukum khususnya, terutama 

hukum Islam. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis telah berusaha 

melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang 

berbentuk buku, jurnal, makalah imiah dan lain sebagainya yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini. Penulis menemukan banyak karya-karya ilmiah 

mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pidana mati, seiring dengan 

pertentangan yang masih terus berlangsung antara mereka yang pro terhadap 

hukuman mati pada delik-delik tertentu, dan mereka yang memposisikan diri 

sebagai kelompok yang kontra terhadap hukuman mati atas nama HAM. Di 

antaranya adalah buku Hak Asasi Manusia dalam Islam karangan syekh Syaukat 

Hussain. Buku ini selain membahas masalah ketatanegaraan dalam perspektif 

Islam, juga membahas secara umum konsep HAM yang dapat ditemukan dalam 

Islam. Menurutnya beberapa hak-hak asasi manusia yang dapat ditemukan dalam 

Islam itu diantaranya adalah hak Hidup, hak milik, perlindungan kehormatan, dan 

hak untuk memprotes kelaliman.6 

Sedangkan jika melacak literatur dengan tema yang sama dalam bentuk 

karya ilmiah mahasiswa, penulis hanya mendapatkan tiga karya ilmiah berupa 

Skripsi. Skripsi pertama berjudul Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan 

Hukum Positif Tentang Pidana Mati yang disusun oleh Maman Kustiaman,  

alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.7 Dalam penelitiannya, Maman 

                                                             
6 Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996). 
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Kustiaman lebih mengetengahkan persamaan dan perbandingan pidana mati 

antara hukum Islam dan hukum positif serta penjelasan mengenai beberapa tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati. 

Karya ilmiah mahasiswa berupa tugas akhir (Skripsi) yang kedua adalah 

karangan Ahmad Prasetyo, seorang alumni Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga pada Fakutas Syari’ah dan Hukum, dengan judul Hak Asasi Manusia dan 

Pidana Mati (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia).8 Dalam penelitiannya Ahmad Prasetyo benar-benar terfokus 

membandingkan dan menyajikan seluruh kesamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif yang berlaku di Indonesia, 

tentunya yang berkaitan dengan eksistensi hukuman mati dan HAM. Karya ilmiah 

(Skripsi) yang terakhir adalah karangan M. Fauzan Fatkhullah dengan judul 

Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Studi Terhadap 

Delik Pembunuhan Sengaja.9 Dalam pembahasannya Fauzan Fatkhullah 

menjelaskan bahwa HAM dalam Islam yang mengandung teosentris, memang 

sangat berbeda dengan HAM yang diusung barat dengan prinsip antroposentris-

nya.10 dalam kacamata Islam, kehendak tuhan yang maha adil tercermin dalam 

                                                                                                                                                                       
7 Maman Kustiaman, “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 

Pidana Mati,” Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005. 

 
8 Ahmad Prasetyo, “Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparasi Antara 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan 
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007. 

 
9 M. Fauzan Fatkhullah, “Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana 

Islam. Studi Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja,” Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004. 
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ketentuan-ketentuan hukumnya. Hukum itu sendiri diperuntukkan demi tegaknya 

keadilan, yang selaras dengan sifat tuhan yang maha adil. Singkatnya, Fauzan 

menitikberatkan pembahasannya pada teori-teori dimensi keadilan yanng terdapat 

dalam pidana Islam, sebagai jawaban dari tuntutan HAM versi barat yang 

mempunyai kesan buruk pada penegakan hukum dalam Islam. 

Dari semua karya ilmiah dengan masing-masing titik fokus bahasannya, 

penulis melihat adanya celah untuk membahas tema yang sama tapi dengan titik 

fokus yang berbeda. Dengan judul HAM Versus Islam Dalam Pidana Mati, 

penulis akan membahas hak asas manusia melalui perspektif HAM “barat” serta 

HAM versi Islam, serta memperjelas status dan posisi hukum ketika berhadapan 

dengan keduanya, yang penulis yakini sebagai kunci utama dalam pembahasan  

pro-kontra hukuman mati.  

 

E. Kerangka Teoretik 

Pada hakikatnya, manusia diciptakan semata-mata untuk menyembah 

Allah SWT, guna mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia dan di 

akhirat. Namun dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai Zoon Politicon- 

makhluk sosial, manusia yang satu dalam proses bermasyarakat akan 

berhubungan dengan manusia lainnya. Dinamika kehidupan bermasyarakat 

selanjutnya, manusia yang satu mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama 

                                                                                                                                                                       
10 Teosentris adalah prinsip yang mendahulukan dan mengutamakan kehendak hukum 

tuhan yang maha suci. Sedangkan prinsip Antroposentris adalah sesuatu diciptakan oleh manusia 
untuk kepentingan diri manusia itu sendiri. 
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dengan kepentingan manusia lainnya, bahkan tidak jarang beragam kepentingan 

itu bersifat saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang 

timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-

masing.11  

Islam sebagai agama mempunyai Al-Quran yang menjadi pedoman 

manusia dalam segala aspek kehidupannya. Mulai dari keakidahan tentang 

bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, hingga sekumpulan norma 

tentang bagaimana orang-seorang bersikap dan berinteraksi sosial dengan orang 

lainnya. Al-Quran sendiri tidak mempunyai kaki untuk berjalan, dan tidak 

mempunyai tangan untuk memaksakan berlakunya pedoman-pedoman hidup yang 

lurus itu bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya konsep negara dan 

pemerintahan menjadi penting dan menjadi sebuah keniscayaan. Karena negara 

dan pemerintahan dapat melahirkan sekumpulan norma hukum yang sesuai 

dengan ideologi Al-Quran, mempunyai kekuatan dan daya paksa sebagai polisi 

lalu lintas bagi tertibnya aktifitas dan kepentingan manusia yang tidak seragam. 

Dengan tujuan akhir, menciptakan masyarakat Islam yang tertib dan bahagia 

sesuai tuntunan Al-Quran. 

Berbicara tentang HAM yang menggugat hukuman mati dalam sistem 

hukum pidana Islam, banyak pihak yang pro terhadap hukuman mati memberikan 

jawaban dengan mengedepankan alasan fiosofis berupa keadilan. Dalam hukum 

                                                             

 
11 Menurut Aristoteles,  makhluk Zoon Politicon yaitu makhluk sosial atau makhluk 

bermasyarakat. Lihat Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
hlm. 49. 
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qisas misalnya, pemberlakuan hukuman mati terhadap seseorang karena telah 

membunuh orang lain, menyiratkan adanya penegakan prinsip keadilan yang 

menjadi prioritas utama dalam hukum pidana Islam.12 Sesungguhnya, ada satu 

topik bahasan lain yang tidak kalah penting untuk diketahui sebelum orang 

berbicara jauh tentang konsep keadilan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam, 

bahkan nantinya posisi topik bahasan dimaksud dapat memperkuat argumen 

tentang keadilan tersebut. Topik bahasan yang dimaksud adalah menjelaskan 

status hukum dalam Islam, bagaimana Islam mengatur kewenangan hukum 

terhadap hak-hak asasi maupun kewajiban manusia. Selanjutnya mempertanyakan  

HAM “barat”, apakah mereka memposisikan hukum-prinsip resiprositas sama 

sebagaimana Islam memposisikan hukum-prinsip resiprositas. Dengan demikian 

akan tampak perbedaan mendasar antara keduanya (Islam dan HAM).    

Dalam dunia yang beradab, hukum menjadi sekumpulan norma/aturan 

yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara 

orang dan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 

Singkatnya, hukum mengatur semua hubungan di dalam masyarakat.13 Hubungan 

masyarakat sebagaimana diketahui tentu menimbulkan hak dan kewajiban.14 

Sederhananya, hak dan kewajiban tiap anggota masyarakat menjadi tanggung 

jawab hukum. Hukum bertanggung jawab terhadap terjaganya serta terpenuhinya 

hak-hak seseorang khususnya hak asasi manusia (HAM) setiap anggota 

                                                             
12

 M. Fauzan Fatkhullah, Hukuman Mati Dan HAM, hlm. 10.  
 
13 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 269. 
 
14 Ibid., hlm. 49. 
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masyarakat, sekaligus hukum juga dapat memaksa seorang anggota masyarakat 

untuk menunaikan kewajibannya. Maka terlepas dari bagaimana HAM “barat” 

dan Islam memandang hukum, untuk menjawab pertanyaan bagaimana status 

hukum ketika berbicara HAM atau sebaliknya, menurut teori umum di atas akan 

sangat mudah. Hak-hak asasi manusia (HAM) sama pentingnya dengan 

kewajiban, menjadi bagian-bagian kecil dari luasnya cakupan hukum. Manakala 

berbicara HAM tentu harus melibatkan hukum, namun jika membahas hukum 

bukan hanya HAM yang menjadi pertimbangan. 

Setelah membuat terang keterkaitan antara hak asasi dan kewajiban 

manusia, status hukum dalam keduanya serta status keduanya dalam hukum, 

pembahasan ini kemudian menjurus pada peranan hukum dalam prinsip 

resiprositas. Prinsip ini menjelaskan tentang adanya perlakuan timbal-balik secara 

setimpal (quid pro quo) ketika dua pihak atau lebih dalam masyarakat melakukan 

suatu hubungan/ikatan.15 Hubungan yang menghasilkan hak dan kewajiban itu 

haruslah berdasarkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berkontrak/berhubugan. 

Apabila keuntungan dari salah satu pihak berkurang, maka ia mempunyai hak 

untuk mempertanyakan dan menuntut secara setimpal. Prinsip resiprositas ini 

juga menjelaskan implikasi bagi akibat-akibat pelanggaran yang menyebabkan 

berkurangnya keuntungan bagi salah satu pihak yang berhubungan. Pihak yang 

dirugikan (berkurangnya keuntungan), dapat membalas dengan menuntut ganti 

rugi yang setimpal atau mewajibkan sanksi secara setimpal pula. Hubungan 

                                                             

 
15 Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah, alih bahasa Rahman 

Zainuddin, cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 5. 
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pertanggungjawaban hanya diadakan di antara pihak yang melakukan kesalahan 

dan pihak yang menjadi korban.  

Pemahaman sederhana tentang prinsip ini adalah, bahwa orang-seorang 

yang sengaja mengikatkan perjanjian dengan menjadi bagian dari suatu 

masyarakat kecil atau bahkan negara, hubungan perjanjian itu kemudian 

menimbulkan keuntungan berupa hak dan kewajiban yang tidak boleh dipisahkan. 

Seorang anggota yang satu mendapat keuntungan berupa hak untuk hidup secara 

wajar dan bebas, tetapi ia juga dibebani kewajiban untuk tetap menjaga diri dari 

menghilangkan hak hidup anggota masyarakat lainnya. Bilamana seorang anggota 

masyarakat terbukti menghilangkan hak hidup anggota lainnya, maka tuntutan 

prinsip perlakuan timbal-balik (resiprositas) yang setimpal, anggota masyarakat 

itu mempunyai kewajiban menyerahkan hak hidupnya pada si korban yang 

mempunyai hak untuk menuntut perlakuan timbal balik yang setimpal. Dalam 

dunia yang beradab, prinsip ini kemudian beradaptasi menjadi hukum formal dan 

tetap menjadi aturan main (hukum) dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan 

pertanggungjawaban yang terdapat pada prinsip resiprositas, yang sebelumnya 

hanya diadakan di antara pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang 

menjadi korban, berubah sesuai ketentuan hukum. 

Dari uraian yang telah dikemukan, Islam tampaknya tidak berseberangan 

dengan konsep hukum dan konsep resiprositas di atas. Islam dengan hukumnya 

benar-benar mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan dan kebahagian 
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mereka baik di dunia dan akhirat.16 Dalam konteks pidana, Islam memberlakukan 

hukum qisas yang menyiratkan pemberlakuan prinsip resiprositas serta penegakan 

keadilan yang merupakan cita-cita luhur dari hukum. Berbeda halnya dengan 

HAM, yang menyatakan bahwa dasar prinsip hukum HAM adalah mengutamakan 

nilai kemanusian di atas hukum positif apa pun, memberikan penjelasan secara 

implisit bahwa HAM setidaknya mempuyai posisi yang setara dengan hukum, 

atau malah lebih tinggi dari hukum. Oleh karena itu, kepentingan HAM tidak 

boleh dikesampingkan atas nama apapun tidak terkecuali oleh hukum.    

Jika saja HAM “barat” mempunyai cara pandang yang sama dengan Islam 

berkenaan dengan hukum, maka keduanya tentu tidak akan terlibat perdebatan 

panjang mengenai pidana mati. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian tentang HAM Versus Islam dalam Pidana Mati dalam rangka 

penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (library 

research),  yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang 

                                                             
16 M. Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 61. 
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terdapat dalam buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang 

mempunyai relevansi dengan kajian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Pemaparan penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu 

penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang 

pemberlakuan pidana mati dalam hukum Islam (jinayah), kaitannya 

dengan delik pembunuhan sengaja. Kemudian ditinjau dan dianalisa 

dari sudut pandang HAM. 

3. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu 

mengkaji objek penelitian dengan cara mencari serta menemukan 

aturan-aturan, norma-norma dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

hukum pemberlakuan hukuman mati. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menemukan data yang dapat mendukung pembahasan 

judul penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, 

yaitu mencari data yang dapat berupa buku, surat kabar, majalah, 

transkrip, catatan, prasasti, notulen rapat, dan media online serta 

variabel-variabel lainnya. 

Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam, 

menjadi rujukan data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data-data 

sekundernya, adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya ada 

relevansinya sebagai penunjang pembahasan penelitian ini. 
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5. Analisis Data 

Setelah data-data penunjang telah ditemukan, maka penulis 

akan menganalisa data-data dengan menggunakan metode Induktif dan 

deduktif. 

a. Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data 

yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat 

digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan umum.17 

b. Deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang 

bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam memaparkan keseluruhan pembahasan skripsi 

ini secara umum, maka penulis membagi keseluruhannya dalam 5 (lima) Bab, 

yaitu: Bab Pertama,  adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian serta sistemmatika pembahasan. Bagian ini merupakan bahasan awal 

sebelum melangkah lebih jauh ke esensi objek penelitian, yang akan menjelaskan 

gambaran umum dari pembahasan Skripsi ke depannya. 

                                                             
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1982), I: 36, sebagaimana dikutip Ahmad Prasetyo, Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi 
Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Skripsi Pada Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Jogjakarta, 2007. 
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 Bab kedua, memberikan gambaran umum teori-teori tentang hukum 

dengan sub-bab pembahasan teori umum pidana mati dan pidana mati dalam 

Islam, disertai dengan penjabaran faktor penyebab penjatuhan pidana mati (delik 

pembunuhan sengaja); serta penjabaran tentang prinsip resiprositas. 

Bab ketiga, mengambil tema tinjauan umum tentang hak asasi manusia 

dengan sub-bab utama yang menjabarkan teori umum tentang hak asasi manusia 

perspektif HAM “barat”,  versi deklarasi universal hak asasi manusia oleh majelis 

umum PBB tahun 1948; teori umum tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam 

versi Deklarasi HAM Islam sedunia oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981 di Paris. 

Serta Telaah  Deklarasi HAM dari versi keduanya terhadap pidana mati. 

 Bab keempat,  dengan semua data yang telah didapat, penulis mencoba 

melakukan analisa tentang kedudukan hukum menurut perspektif HAM “barat”, 

serta kedudukan hukum menurut Islam yang berkaitan dengan pidana mati yang 

berasaskan prinsip resiprosias. Pada bab ini, juga akan diperjelas kemungkinan 

penyatuan cara pandang antara Islam dan HAM dalam hal pidana mati, karena 

didasari pada cara pandang yang sama oleh keduanya terhadap hukum. 

 Bab kelima, pembahasan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran, yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari 

beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada beberapa bagian 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tiada keraguan bahwa baik Barat maupun Islam, sama-sama mengakui 

dan menghargai hak-hak asasi manusia. DUHAM Barat dan DK Islam merupakan 

wujud nyata penghargaan keduanya dalam pemenuhan hak asasi manusia, demi 

terjaganya harkat dan martabat kemanusiaan. Dari uraian yang telah dijelaskan 

dalam bab II, III dan bab IV, berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka 

dapat dikemukakan beberapa kesimpulan: 

1. Prinsip resiprositas secara implisit terdapat dalam DUHAM. Adanya 

pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban seorang individu dalam 

masyarakat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, menjadi indikasi bahwa DUHAM 

mengandung prinsip resiprositas. 

2. Prinsip resiprositas secara implisit juga terdapat dalam DK. Hal ini dapat 

dilihat pada pasal 2 ayat 1 DK, yang menyiratkan bahwa hak hidup 

seseorang boleh dicabut dengan alasan yang dibenarkan syariat, yakni atas 

nama hukum. 

3. Upaya menyatukan (integrasi) DUHAM dan DK agar mempunyai cara 

pandang yang sama terhadap hukuman mati, bukanlah hal yang mustahil 

untuk dilakukan. Jika prinsip resiprositas memang terdapat dalam DUHAM 

dan DK, maka prinsip resiprositas seharusnya dapat menjadi media 

penyatuan keduanya. Yang pada akhirnya, DUHAM dan DK akan 

memandang hukuman mati sebagaimana yang diatur oleh prinsip 
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resiprositas. Prinsip resiprositas mengatur hak dan kewajiban setiap individu 

dalam masyarakat, yang mempunyai konsekuensi pembolehan pencabutan 

hak hidup seseorang berkenaan dengan kewajiban dan tanggungjawab. Jika 

merujuk pada hal ini, maka DUHAM dan DK seharusnya akan mempunyai 

pandangan yang sama terhadap hukuman mati. 

 

B. Saran 

Pembahasan mengenai hak asasi manusia merupakan isu yang masih akan 

terus menarik untuk diperdebatkan dari masa ke masa. Penelitian ini lebih fokus 

membahas persoalan hukuman mati yang erat kaitannya dengan hak asasi 

manusia, dengan mengedepankan teori prinsip resiprositas. Semoga di masa-masa 

mendatang dapat dikemukakan teori-teori lain tentang hukuman mati khususnya, 

dan HAM secara umum. Sehingga dapat memberi arti maupun pengertian yang 

jelas mengenai HAM dan hal-hal yang berkaitan dengannya. selain itu juga akan 

menambah literatur keilmuan yang berkenaan dengan HAM dan hal-hal yang 

berkenaan dengannya. 
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I 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TERJEMAHAN 

No Hlm Footnote Terjemahan 

1 3 3 
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan 
mematikan dan hanya kepada Kami-lah 
tempat kembali (semua makhluk). 

2 3 5 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu qisas berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diyat) kepada yang memberi ma'af dengan 
cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 

3 21 9 
Jinayah adalah perbuatan yang dilarang baik 
sesuatu yang menimpa jiwa atau harta atau 
selainnya. 

4 24 15 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 
berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus dali dera, dan janganlah 
belas kasihan kepada keduanya mencegah 
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, 
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman. 

5 24 16 

Ambillah dariku! Ambillah dariku! maka 
sesungguhnya Allah telah membuat jalan bagi 
mereka. bujangan dan perawan yang berzina 
hendaknya mereka didera seratus kali dan 
diasingkan selama setahun. Sedangkan lelaki 
yang bukan bujang dan perawan yang sudah 



II 

 

menikah, apabila berzina hendaknya mereka 
didera seratus kali dan dirajam. 

6 25 18 

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). yang demikian itu 
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan 
yang besar. 

7 26 19 
Barang siapa yang berpindah agama (murtad) 
maka bunuhlah ia. 

8 27 21 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu qisas berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diyat) kepada yang memberi ma'af dengan 
cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 

9 27 22 

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di 
dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa 
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, 
gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak 
qisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim. 

10 29 25 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang 



III 

 

yang berakal, supaya kamu bertakwa. 

11 30 27 

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai 
saksi, pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan, supaya kamu sekalian beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan 
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan 
petang. 

12 46 22 
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan 
mematikan dan hanya kepada Kami-lah 
tempat kembali (semua makhluk). 

13 46 24 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu qisas berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diyat) kepada yang memberi ma'af dengan 
cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 

14 47 25 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa. 

15 59 10 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu qisas berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diyat) kepada yang memberi ma'af dengan 
cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 



IV 

 

batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 

16 59 11 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa. 
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